BABV
PENUTUP

5.1 Kkesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan hak asuh anak yatim piatu di Nagari Koto
Tinggi dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah adat
dan kesepakatan keluarga. Setelah kedua orang tua meninggal
dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh kerabat dari pihak ibu
(seperti mamak, etek, nenek), kerabat dari pihak ayah (seperti
paman, bibi, nenek), atau pihak lain yang memiliki hubungan
kekeluargaan dan bersedia memberikan pengasuhan. Penentuan
pengasuh umumnya didasarkan pada hubungan kekerabatan,
kemampuan ekonomi, dan kesediaan keluarga untuk merawat,
tanpa adanya permohonan atau penetapan resmi dari Pengadilan
Agama.

2. Berdasarkan analisis yuridis, praktik penetapan hak asuh anak
yatim piatu di Nagari Koto Tinggi belum sepenuhnya sesuai
dengan ketentuan KHI, terutama dalam aspek kepastian hukum,
syarat-syarat pengasuh, dan prinsip kepentingan terbaik bagi
anak (the best interests of the child). Penetapan pengasuh lebih
mengutamakan hubungan kekerabatan dan kesediaan keluarga
untuk merawat, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan
kemampuan, kelayakan, dan syarat-syarat pengasuh
sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kemampuan
mendidik, sifat amanah, akhlak yang baik, serta ketersediaan
lingkungan tempat tinggal yang layak dan aman bagi anak.

3. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the
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child) yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik di Nagari
Koto Tinggi. Beberapa anak yatim piatu terpaksa tinggal terpisah
dari saudaranya, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan
hidup, atau tidak melanjutkan pendidikan karena ketidakjelasan
tanggung jawab pengasuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa
meskipun anak "diasuh”, namun pemenuhan hak-hak anak secara
optimal belum terjamin.

5.1 Saran
Akhir dari skripsi ini penulis mengungkapkan beberapa saran

sebagai berikut:

1. kepada keluarga dan masyarakat Nagari Koto Tinggi, dalam
menentukan pihak yang akan mengasuh anak yatim piatu
hendaknya lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Penentuan pengasuh tidak hanya didasarkan pada hubungan
kekerabatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan
calon pengasuh dalam memenuhi kebutuhan pendidikan,
kesehatan, tempat tinggal, perlindungan, dan perkembangan
anak secara berkelanjutan. Apabila anak diasuh oleh keluarga
yang berbeda, perlu adanya komunikasi dan kesepakatan yang
jelas agar kebutuhan dan tanggung jawab terhadap anak tetap
terpenuhi.

2. kepada Pemerintah Nagari Koto Tinggi, diharapkan dapat
meningkatkan perhatian terhadap anak-anak yatim piatu
melalui pendataan, pemantauan, dan pengawasan secara
berkelanjutan. Pemerintah nagari juga dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya
kepastian status pengasuhan dan perwalian anak. Selain itu,

perlu adanya kerja sama antara pemerintah nagari, KAN, tokoh
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agama, tokoh masyarakat, dan keluarga dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yatim piatu.

. kepada pihak keluarga yang melakukan penetapan pengasuhan
anak yatim piatu, apabila terdapat kebutuhan yang berkaitan
dengan kepastian perwalian, pengurusan harta, pendidikan,
administrasi, atau kepentingan hukum anak di masa depan,
hendaknya mempertimbangkan prosedur hukum yang berlaku.
Penetapan secara hukum dapat memberikan kepastian
mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap kepentingan
anak serta memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi anak.
. kepada pihak-pihak yang berwenang, diperlukan adanya
penguatan pengaturan dan pemahaman hukum mengenai
penetapan hak asuh dan perwalian anak yatim piatu. Hal ini
penting karena anak yang kehilangan kedua orang tuanya
berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan khusus.
Pengaturan yang lebih jelas diharapkan dapat menjadi pedoman
bagi keluarga, masyarakat, pemerintah nagari, dan lembaga
terkait dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab
terhadap pengasuhan anak.

. kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai hak asuh dan perwalian anak yatim piatu, khususnya
mengenai prosedur penetapan perwalian, perlindungan harta
anak, tanggung jawab keluarga pengasuh, serta peran
pemerintah dan lembaga adat dalam menjamin terpenuhinya
hak-hak anak. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan
dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh
gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik
perlindungan dan pengasuhan anak yatim piatu dalam

masyarakat.
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